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Abstract: Humanitarian Organization Financial Statements as referred to SFAS 109 (Study for Non-Profit 
Organization of Islamic Financial Statements). The development of sharia in Indonesia is not only followed 
by the Islamic financial institutions, but also began ogled by nonprofit organizations. Some humanitarian 
organizations are also changing its financial statements following the Islamic financial statements, such as 
Lembaga Amil Zakat has changed into nonprofit financial institution and used SFAS 109 as reference for 
financial statements, because there is no special provision for Sharia Nonprofit institution. In this article, the 
author tries to analyze changes in the financial statements which is using the system of Amil Zakat financial 
statements, and the possibility to do and is able to reflect the activities of the institution instead of Amil 
Zakat. As a result, the change in reporting format of SFAS 45 and SFAS 109 conducted by the Foundation for 
Fast Action Response not fully accurate as it needs confirmation on the Foundation certificate in order to 
purely applying SFAS 109. And the Financial Statements based on SFAS 109 is able to explain the activity of 
institutions rather than using the SFAS 45 the Foundation for Fast Action Response. It is expected to be input 
for the report of sharia-profit institutions.
  Keywords: financial statements, humanitarian agencies, nonprofit sharia
Abstrak: Laporan Keuangan Lembaga Kemanusiaan Merujuk Pada Psak 109 (Sebagai Kajian Untuk Laporan 
Keuangan Lembaga Nirlaba Syariah). Perkembangan syariah di Indonesia tidak hanya diikuti oleh lembaga 
keuangan syariah saja, tetapi juga mulai dilirik oleh organisasi nirlaba. Beberapa organisasi kemanusian juga 
mengubah laporan keuangannya mengikuti laporan keuangan syariah. Dalam hal ini, menggunakan PSAK 109 
untuk Lembaga Amil Zakat karena belum ada ketentuan khusus untuk lembaga Nirlaba Syariah bukan LAZ. 
Pada tulisanh ini, penulis mencoba menganalisa perubahan laporan keuangan yang dilakukan bukan lembaga 
LAZ dengan menggunakan laporan untuk Lembaga LAZ, dan kemungkinan yang dapat dilakukan dan mampu 
mencerminkan kegiatan lembaga bukan LAZ. Hasilnya, pergantian format pelaporan dari PSAK 45 ke PSAK 109 
yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap belum sepenuhnya tepat karena perlu penegasan pada akte 
Yayasan apabila ingin murni menerapkan pelaporan PSAK 109. Dan pelaporan dengan menggunakan PSAK 109 
lebih dapat menjelaskan aktivitas lembaga daripada menggunakan PSAK 45 pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap. 
Ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk laporan lembaga syariah nirlaba. 
  Kata kunci: laporan keuangan, lembaga kemanusiaan, nirlaba syariah
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Pendahuluan
Organisasi Nirlaba sering juga disebut dengan 
istilah organisasi nonprofit atau organisasi nonbisnis. 
Jika dilihat dari istilah “nirlaba”, maka dapat kita 
lihat bahwa organisasi nirlaba ini didirikan dengan 
alasan-alasan diluar usaha memperoleh laba untuk 
para pemilik atau investor.
Legal hukum organisasi non profit di Indonesia 
dibawah naungan UU No 16 Tahun 2001 
mengenai Yayasan. UU No 16 mendefenisikan 
yayasan merupakan badan hukum yang terdiri 
atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan 
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki 
anggota. Untuk bentuk pelaporan keuangan yayasan 
tersebut adalah mengacu pada standar yang berlaku 
di Indonesia yaitu PSAK 45.
Untuk organisasi nirlaba berupa LAZ (Lembaga 
Amil Zakat), yaitu institusi pengelolaan zakat yang 
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan 
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oleh masyarakat yang bergerak dibidang da’wah, 
pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam 
(berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri 
Agama No 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan 
UU No 38 UU tahun 1999). Lembaga ini 
merupakan organisasi nirlaba berbasis syariah yang 
telah memiliki standar pelaporan khusus yaitu PSAK 
109 yang disahkan april 2010,disosialisasikan tahun 
2011 kemudian LAZ mulai wajib menerapkannya 
pada pelaporan keuangan tahun 2012. Implikasi 
penerapan standar ini menyebabkan LAZ 
yang semula menggunakan PSAK 45 ataupun 
menggunakan standar Forum Organisasi Zakat 
(FOZ) perlu melakukan penyesuaian standar 
pelaporan dengan standar berdasarkan PSAK 109. 
Pada tesis Yunida (2013) mengungkapkan 
Yayasan Aksi Cepat Tanggap merupakan organisasi 
nirlaba menggunakan PSAK 109 sejak tahun 2009 
sampai dengan 2012, sedangkan Yayasan Aksi 
Cepat Tanggap secara legal hukum bukan Lembaga 
Amil Zakat, berdasarkan akta pendirian Yayasan 
No 2 tanggal 21 April 2005, maksud dan tujuan 
Yayasan adalah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 
Kemudian mulai tahun 2009 melalui perubahan 
akte pendirian No 1 Tahun 2009 mengkhususkan 
diri pada penanganan bencana alam dan bencana 
kemanusiaan secara terpadu (Integrated Disaster 
Management) dari mulai emergency, rescue, medis, 
relief, hingga rekonstruksi dan recovery (pemulihan). 
Yayasan bukan LAZ tetapi menggunakan 
laporan LAZ, dari temuan fakta ini perlu dilakukan 
analisa apakah pemilihan laporan keuangan dengan 
PSAK 109 merupakan pilihan yang tepat untuk 
Yayasan Kemuanian Aksi Cepat Tanggap. Dari 
kajian ini, penulis mencoba mengkaji apakah 
memang diperlukan PSAK khusus untuk Lembaga 
Nirlaba berbasis Syariah. 
 
Pengertian Organisasi Nirlaba 
Pertumbuhan organisasi nirlaba di Indonesia 
dimulai sejak tahun 1970 ditandai dengan 
terbentuknya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM). Seiring dengan kesadaran masyarakat 
untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan. 
Menurut Salusu1 pengertian organisasi non profit 
1 J. Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi 
Publik dan Organisasi Non Profit. (Jakarta: Garsindo, 1996), h. 28.
adalah organisasi atau badan yang tidak menjadikan 
keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani 
masyarakat atau disebut juga sebagai korporasi yang 
tidak membagikan keuntungan sedikit pun kepada 
para anggota, karyawan serta eksekutifnya.
Soemitro memiliki istilah sendiri mengenai Non 
Profit Organization atau nirlaba yaitu Organisasi 
Tanpa Tujuan Laba beliau singkat dengan (OTTL), 
menurutnya “Istilah Organisasi Tanpa Tujuan Laba 
disingkat (OTTL) adalah lebih luas dari yayasan. 
Yayasan adalah OTTL tetapi sebaliknya OTTL 
tidak selalu merupakan yayasan. Yayasan merupakan 
salah satu Organisasi Tanpa Tujuan Laba” 2.
Di Indonesia organisasi nirlaba ada yang 
berbadan hukum yayasan. Menurut UU No 
16 tahun 2001 tentang Yayasan, pengertian 
yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas 
kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan 
untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki 
anggota. Yayasan dapat melakukan kegiatan 
usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan 
tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha 
dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha
Pengertian lain dari yayasan menurut Nainggolan, 
“Yayasan secara mudah dapat dikatakan sebagai 
suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari 
laba semata (nirlaba).Walaupun dalam perjalannya 
ia membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan 
bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis 
hanya untuk perolehan dana saja bukan kegiatan 
utama yayasan” 3.
Bastian dalam bukunya Akuntansi Yayasan dan 
Lembaga Publik menjelaskan yayasan berbeda 
dengan perkumpulan. “Yayasan berbeda dengan 
perkumpulan karena perkumpulan memiliki 
pengertian yang lebih luas yaitu memiliki suatu 
persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling 
menanggung” 4.
2 R..Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas Yayasan dan Wakaf, 
(Bandung: PT Erisco, 1993), h. 161.
3 P. Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga 
Nirlaba Sejenis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.
4 I. Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lambaga Publik, (Jakarta: 
Erlangga, 2007), h. 1.
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Karakteristik Organisasi Nirlaba
Dalam ruang lingkup PSAK No. 45, Pr.01, 
dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus 
memenuhi karakeristik sebagai berikut:5
1. Sumber daya entitas berasal dari para pe-
nyumbang yang tidak mengharapkan pem-
bayaran kembali 
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa 
bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu 
entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya 
tidak pernah dibagikan kepada para pendiri 
atau pemilik entitas tersebut. 
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya 
pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa ke-
pemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat 
dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau 
kepemilikan tersebut tidak mencerminkan 
proporsi pembagian sumber daya entitas pada 
saat likuidasi atau pembubaran entitas
Menurut FASB yang dikutip Wilson et. Al., 
non profit organisasi memiliki karakteristik:6
1. Receipts of significant amounts of resources 
from resource providers who do not expect to 
receive either repayment or economic benefits 
proportionate to the resources provided
2. Operating purpose that are other than to 
provide goods or services at a profit or profit 
equivalent.
3. Absence of defined ownership interests that can 
be sold, transferred, or redeemed,or that convey 
entitlement to share of a residul distribution 
of resources in the event of liquidation of the 
organization.
Klasifikasi Organisasi Nirlaba
Menurut Rosenbaum yang di kutip oleh 
Nainggolan, pengategorian organisasi adalah 
berdasarkan sumber dana, yaitu: 7
1. Lembaga komersial, yaitu organisasi yang 
5 IAI, PSAK No. 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba, (Jakarta: 
IAI, 2007). 
6 ER. Wilson; Jacqueline RL; Kattelus, S.C., Accounting for 
Govermental and Nonprofit Entitas, (United State: Mc.Grow-Hill 
Companies, 2010), h. 3.
7 P. Nainggolan, Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga 
Nirlaba Sejenis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1-2.
dibiayai oleh laba atau keuntungan dari 
kegiatannya.
2. Lembaga pemerintahan, yaitu organisasi yang 
dibiayai oleh masyarakat lewat pajak dan 
retribusi.
3. Lembaga nirlaba, yaitu organisasi yang dibiayai 
oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan.
Pengkategorian lain menurut Priyono yang 
dikutip Sulusu tentang organisasi nirlaba di 
Indonesia, ia membaginya menjadi empat golongan 
besar sebagai berikut: 8
a. Lembaga keagamaan 
b. Organisasi kesejahteraan sosial 
c. Organisasi 
d. Lembaga swadaya masyarakat mencakup 
yayasan-yayasan amal dan filantropis, asosiasi 
kepentingan khusus.
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Dalam penelitiannya, Rahmat9 menjelaskan 
perkembangan LSM di Indonesia. Sejak 1970, 
LSM di Indonesia berkembang sangat pesat. 
Perkembangannya sangat mengesankan kalau ditinjau 
dari segi jumlah, keragaman serta letak geografisnya. 
Jika di akhir tahun 1960-an dan awal 1970 hanya 
ada sedikit sekali gerakan sosial dan kelompok non 
pemerintah yang secara aktif memiliki kepedulian 
dan kemampuan menangani masalah-masalah 
pembangunan, kini keadaan tersebut sudah jauh 
berubah. Apalagi jika dilihat dari lokasi mereka, 
dari sedikit jumlah organisasi tersebut berkedudukan 
di Jakarta atau kota-kota besar di Jawa. Sebagian 
besar aktifis dalam LSM itu pada umumnya adalah 
mantan aktifis di kota besar yang mendapatkan 
akses organisasi cukup luas terhadap sumber dana. 
Karakteristik LSM 
LSM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai 
organisasi sektor non profit, Moris melakukan 
teoritisasi terhadap fenomena LSM dengan 
mencirikan organisasi sektor non profit tersebut 
sebagai berikut:10
8 J. Salusu, Pengambilan Keputusan…, h. 30-32.
9 A. Rahmat, Peran LSM dalam Penguatan Civil Society di 
Indonesia: Studi Kasus Walhi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003).
10 S. Moris, “Defining Non-profit Sector, Some Lesson From 
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1. Terorganisir (organized); teristitusionalisasi dari 
sudut bentuk organisasi dan sistem operasinya 
2. Bukan Negara (private); secara istitusional bukan 
bagian dari pemerintah atau negara.
3. Tidak berorientasi profit (non-profit distributing); 
tidak berorientasi menghasilkan keuntungan 
bagi pemilik atau para direkturnya, tapi 
mengembalikan pendapatannya untuk ke-
pentingan misinya. 
4. Swadaya (self-governing); mempunyai sistem 
untuk mengatur dirinya sendiri.
5. Kesukarelaan (voluntary); melibatkan partisipasi 
sukarela dalam operasi maupun manajemen 
organisasi. 
Sementara menurut Eldridge yang dikutip Billah 
mencatat LSM Indonesia memiliki ciri-ciri umum 
yang sama antara lain: 11
1. Orientasi mereka adalah pada penguatan 
kelompok-kelompok komunitas sebagai basis 
dari masyarakat dan sebagai pengimbang 
pemerintah. Hal ini berkaitan dengan satu 
pencairan kreatif bagi pola baru pembentukan 
kelompok untuk memenuhi perubahan 
kebutuhan sosial dan pembangkitan struktur 
dari yang tidak diuntungkan dan tidak berdaya.
2. Pada umumnya ada komitmen yang kuat 
terhadap cita-cita partisipasi rakyat di dalam 
pengambilan keputusan.
3. Adanya satu komunitas LSM di Indonesia, 
dengan banyak hubungan silang antar pribadi 
dan kelembagaan, yang saling mendukung, 
terdapat pertukaran gagasan dan sumberdaya, 
yang memberikan potensi pada satu front 
bersama pada berbagai tingkat.
Klasifikasi LSM 
LSM di Indonesia sangatlah beragam. Mereka 
merepresentasikan spektrum yang bergitu luas 
dari sudut pandang aktifitas, tipe pesan, ukuran 
organisasi dan pola hubungannya dengan negara, 
bahkan paradigma gerakannya. 
History”,Voluntas. International Journal of Voluntary and Non-Profit 
Organization , Vol 11 No 1, 2000, h. 29-30.
11 M.M. Billah, Peran Ornop dalam Proses Demokratisasi yang 
Berdaulatan Rakyat, (Jakarta: CESDA-LP3ES, 1997), h. 196.
Menurut Eldridge yang dikutip Korten12 yang 
khusus mengamati perkembangan LSM di Indonesia, 
membagi LSM di Indonesia dari segi program dan 
metodologinya yang di bagi menjadi dua kategori:
1. LSM Pembangunan
 Kategori ini berkenaan dengan organisasi 
yang memusatkan perhatiannya pada program 
pengembangan masyarakat konvensional, yaitu 
irigasi, air minum, pusat kesehatan, pertanian, 
peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan 
ekonomi lainnya. 
2. LSM Mobilisasi 
 Yaitu organisasi yang memusatkan kegiatannya 
kepada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin, 
sekitar isu yang berkaitan dengan ekologi, hak 
asasi manusia, status kaum perempuan, hak-hak, 
hukum alam hubungannya dengan kepemilikan 
tanah dan kompensasi bagi tanah yang harus 
disita, menjamin hak-hak sewa bagi pedagang 
kecil, dan penghuni liar di kota-kota besar. 
Sinaga memetakan LSM dengan menggunakan 
beberapa sudut pandang yaitu:13
1. Berdasarkan Tipe Peran LSM 
a. LSM yang berorientasi pada kesejahteraan 
atau pelayanan.
b. LSM yang berorientasi dan mobilisasi 
masyarakat pada pemberdayaan. 
c. LSM yang berorientasi pada payung atau 
jaringan kerja LSM. 
2. Berdasarkan Metode Operasional 
a. LSM yang mempunyai tingkat partnership 
yang tinggi dengan program-program 
pemerintah.
b. LSM yang mempunyai tingkat politik yang 
tinggi dan mobilisasi masyarakat lapis bawah. 
c. LSM yang memberdayakan lapis bawah. 
3. Berdasarkan ukuran organisasinya 
Membagi tiga klasifikasi berdasarkan ukuran 
organisasi yaitu:
a. LSM Kecil 
12 D. Korten, Menuju Abad Ke-21. Tindakan Sukarela dan 
Agenda Global, (Jakarta: Obor, 2001), h. 205-206.
13 K. Sinaga, NGOs in Indonesia, (Jakarta: Saarbrucken, 1995), 
h. 79-88.
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b. LSM Menengah 
c. LSM Besar 
LAZ (Lembaga Amil Zakat)
Berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Keputusan 
Menteri Agama No 581 tahun 1999 tentang 
Pelaksanaan UU No 38 UU tahun 1999 
pengertian LAZ adalah institusi pengelolaan 
zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa 
masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak 
dibidang da’wah, pendidikan, sosial dan ke-
maslahatan umat Islam. LAZ wajib melaporkan 
pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada 
BAZNAS secara berkala.
Standar Pelaporan Organisasi Nirlaba Berdasarkan 
PSAK 45 
Beberapa teori dalam akuntansi menjadi 
landasan dalam pembuatan laporan keuangan. 
Harahap menyampaikan ibadah theory yang 
ber anggapan bahwa akuntansi atau laporan 
keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam 
menjelaskan kepada semua pihak bahwa entitas 
telah memenuhi atau sejauh mana memenuhi 
tanggungjawabnya kepada Tuhan dan kepada 
pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai tujuan 
dan maksud yang ditetapkan syariat14. 
 Sebelum melihat menurut PSAK 45, kita 
lihat dahulu laporan keuangan menurut SFAS No 
117 dikutip Freeman et. al.15 Laporan organisasi 
nirlaba mencakup:
1. Statement of financial Position
2. Statement of Activities
3. Statement of Cash Flows
4. Notes of The Financial Statement
5. Statement of Financial Expenses 
Di Indonesia telah ada standar pelaporan 
keuangan nirlaba yaitu PSAK 45 yang mengatur 
khusus mengenai pelaporan organisasi nirlaba. 
14 S.S. Harahap, Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011, (Jakarta: 
Rajawali Pres, 2011), h. 79.
15 Freeman, Robert J, Shouders, C.D., Govermental and Profit 
Accounting Theory and Practice, (United State: Pearson Education, 
2003), h. 593.
Tujuan PSAK 45 Untuk Mengatur Pelaporan 
Organisai Nirlaba
Ruang Lingkup 
Dalam ruang lingkup PSAK No. 45, Pr.0116, 
dikatakan bahwa sebuah organisasi nirlaba harus 
memenuhi karakteristik sebagai berikut:
1. Sumber daya entitas berasal dari para pe-
nyumbang yang tidak mengharapkan pem bayaran 
kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding 
dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa 
bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu 
entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya 
tidak pernah dibagikan kepada para pendiri 
atau pemilik entitas tersebut
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya 
pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa 
kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak 
dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, 
atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan 
proporsi pembagian sumber daya entitas pada 
saat likuidasi atau pembubaran entitas.
PSAK 45 tidak berlaku untuk lembaga 
pemerintah, departemen dan unit-unit sejenisnya. 
Bentuk Laporan 
Dalam Paragraf (9) sembilan disebutkan:
“Laporan organisasi keuangan organisasi nirlaba 
meliputi laporan posisi keuangan pada akhir 
periode laporan, laporan akivitas serta laporan arus 
kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan 
atas laporan keuangan”.
1. Laporan Posisi Keuangan 
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk 
menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, 
serta aset bersih dan informasi mengenai hubungan 
diantara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. 
Informasi dalam laporan posisi keuangan lainnya 
dapat membantu para penyumbang, anggota 
organisasi, kreditor dan pihak-pihak lain untuk 
menilai:
a. Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa 
secara berkelanjutan; 
16 IAI, PSAK No. 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba, (Jakarta: 
IAI, 2007).
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b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan 
untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan 
pendanaan eksternal. 
2. Klasifikasi pada Laporan Posisi Keuangan:
a. Klasifikasi Aset dan Kewajiban 
b. Klasifikasi Aset Bersih atau Tidak Terikat.
3. Laporan Aktivitas 
Tujuan utama laporan aktivitas adalah me-
nyediakan informasi mengenai:
a. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang 
mengubah jumlah dan sifat aset bersih.
b. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya.
c. Bagaimana penggunaan sumber daya dalam 
pelaksanaan berbagai program atau jasa.
Laporan aktivitas menyajikan beberapa hal:
a. Perubahan kelompok aset bersih. 
b. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan dan 
kerugian.
c. Informasi pendapatan dan beban.
d. Informasi pemberian jasa.
4. Laporan Arus Kas 
Tujuan utama laporan arus kas adalah me-
nyajikan informasi mengenai penerimaan dan 
pengeluaran arus kas dalam suatu periode.
Klasifikasinya adalah penerimaan dan pe-
ngeluaran kas sesuai penyajian PSAK No 2 tentang 
laporan arus kas dengan tambahan:
a. Aktivitas pendanaan:
i. Penerimaan kas dari penyumbang yang 
penggunaanya untuk jangka panjang.
ii. Penerimaan kas dari sumbangan dan peng-
hasilan investasi yang penggunaanya di-
batasi untuk perolehan, pembangunan dan 
pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan 
dana abadi (endowment).
iii. Bunga dan dividen yang dibatasi peng-
gunaanya untuk jangka panjang.
b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas 
investasi dan pendanaan non kas; sumbangan 
berupa bangunan atau aset investasi.
Standar Pelaporan Lembaga Amil Zakat 
Berdasarkan PSAK 109 (2010: Pr 1-43)
Ruang lingkup 
PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima 
dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.
Amil yang menerima dan menyalurkan zakat /
sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan 
organisasi pengelola zakat yang pembentukannya 
dimaksudkan untuk mengumpulkan dan 
menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan 
ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin 
dari regulator. Amil yang tidak memiliki izin dari 
regulator dapat menerapkan pernyataan ini. 
 PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah 
yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/
sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. 
Entitas syariah tersebut mengacu pada PSAK 101: 
Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
Bentuk Laporan 
Komponen laporan amil yang lengkap terdiri 
dari 5 laporan yaitu:
1. Laporan Posisi Keuangan
Amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan 
dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK 
yang relevan mencakup beberapa hal, tetapi tidak 
terbatas pada pos-pos berkut:
a. Aset.
b. Liabilities
c. Saldo Dana 
2. Dana Laporan Perubahan
Amil menyajikan laporan perubahan dana 
zakat, dan infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian 
laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak 
terbatas pada pos-pos berikut: 
a. Dana Zakat 
b. Dana Infak/sedekah
c. Dana Amil.
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Amil menyajikan laporan perubahan aset 
kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:
a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan 
akumulasi penyisihan.
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b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar 
dan akumulasi penyusutan.
c. Penambahan dan pengurangan.
d. Saldo awal.
e. Saldo akhir.
4. Laporan Arus Kas
Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan 
PSAK 2 : Laporan Arus Kas dan SAK lain yang 
berlaku.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.
Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan 
sesuai dengan PSAK 101: Penyajian laporan 
keuangan Syariah dan SAK lain yang berlaku. 
PSAK ini berlaku untuk tahun buku yang 
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. 
Penerapan dini diperkenankan. 
Analisa Penerapan PSAK 109 pada Yayasan 
Aksi Cepat Tanggap
Sebagai contoh penulis menganalisa penerapan 
penggunaan PSAK 109 pada Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap. Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) 
adalah sebuah lembaga kemanusiaan yang laporan 
keungannya menggunakan PSAK 109 bukan PSAK 
45 untuk Yayasan. Analisa penerapan PSAK 109 
yang dilakukan oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap:
Penerapan PSAK 109 pada Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap
No Pembanding Pelaksanaan pada 
Yayasan
Kesesuaian dengan 
PSAK 109
Pengakuan dan 
Pengukuran 
1 Pengakuan 
Penerimaan Zakat 
dan Infak
Penerimaan dana 
zakat dan infak diakui 
pada saat kas atau 
aset lainnya diterima 
sebesar nilai wajar 
Sudah sesuai 
2 Penentuan nilai 
wajar
Mengunakan harga 
pasar 
Sudah sesuai 
3 Penurunan nilai aset 
karena kelalaian 
Pengurangan dana 
amil terjadi di tahun 
2011, lihat catatan 
atas laporan keuangan 
6.a, lihat perubahan 
dana pengelola 
kerugian atas 
kehilangan kendaraan 
Sudah sesuai PSAK 
109
No Pembanding Pelaksanaan pada 
Yayasan
Kesesuaian dengan 
PSAK 109
4 Penyaluran dana 
zakat 
Diakui sebagai 
pengurang dana 
zakat termasuk untuk 
penyaluran pada amil 
Sudah sesuai PSAK 
109
5 Aset untuk 
kepentingan umum 
Diakui sebagai aset 
kelolaan, biaya 
penyusutannya diakui 
sebagai pengurang 
dana kemanusiaan. 
Beban penyusutan 
sebagai penyaluran 
dana kemanusiaan 
hanya beban 
penyusutan aset 
kelolaan yaitu sebesar 
Rp 133.342.656 
dari nilai akumulasi 
penyusutan Rp 
1.854.09.037
Sudah sesuai PSAK 
109 
6 Penentuan 
persentase bagian 
dana amil 
Bagian dana amil dari 
dana zakat ditentukan 
12,5 % sedangkan 
untuk dana infak dan 
sedekah 30 %
Sesuai PSAK 
untuk zakat sesuai 
Dewan Syariah 
Nasional, untuk 
dana infak/sedekah 
merupakan 
kebijakan 
7 Kebijakan 
penyaluran zakat 
Hanya pada 4 
asnaf dari 8 yang 
ditentukan 
Pada PSAK 109 
ada 8 asnaf tetapi 
prioritas ini 
diserahkan ke pada 
Pengelola dalam 
PSAK 109
8 Peminjaman dana 
pengelola 
Pada tahun 2011 
pengelola meminjam 
dana infak dan 
sedekah diakui sebagai 
pinjaman pengelola 
Perlakuan sudah 
sesuai PSAK 109 
tinggal dilihat 
di tahun 2012 
apakah dana 
pinjaman ini sudah 
dikembalikan 
(sampai penelitian 
ini dilakukan, 
laporan sedang 
dalam proses 
Audit)
Penyajian 
1 Penyajian dana 
zakat, dana infak/
sedekah dan dana 
amil 
Sudah dilakukan 
pemisahan antara 
dana kemanusiaan, 
dana zakat dan dana 
amil. 
Klasifikasi awal 
dibuat dana 
kemanusiaan 
bukan dana zakat 
sesuai PSAK 
karena aktivitas 
utama Yayasan 
menerima dana 
kemanusiaan 
(infak/sedekah) 
bukan dana zakat
Pengungkapan 
1 Pengungkapan 
kebijakan persentase 
dan penyaluran 
dana infak/sedekah 
Kebijakan penyaluran 
dan persentasi 
diungkapkan pada 
catatan atas laporan 
keuangan
Sudah sesuai PSAK 
109
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No Pembanding Pelaksanaan pada 
Yayasan
Kesesuaian dengan 
PSAK 109
2 Metode penentuan 
nilai wajar
Sudah diungkapkan 
pada catatan atas 
laporan keuangan 2.g. 
Sudah sesuai 
PSAK 109 perlu 
perbaikan metode 
yang digunakan 
dalam menentukan 
nilai wajar
3 Pengungkapan 
persentase aset 
kelolaan
Tidak diungkapkan 
pada catatan laporan 
keuangan nilai 
persentasenya dari 
nilai infak/sedekah 
yang dimiliki. 
Tetapi disajikan 
pada perubahan aset 
kelolaan 
Belum sesuai 
PSAK 109 perlu 
diungkapkan nilai 
persentasenya.
4 Pengukapan dana 
non halal 
Sudah diungkapkan 
dengan penyajian 
dana non halal dan 
dana jasa giro 
Sudah sesuai 
hanya istilah infak 
nonhalal perlu 
dirubah cukup 
dengan penerimaan 
dana non halal. 
Tabel 5.1 
Analisa Perbedaan Laporan PSAK 45 dengan 
Laporan PSAK 109 yang diterapkan Yayasan 
Aksi Cepat Tanggap 
Tabel Perbedaan Penggunaan PSAK 109 dengan 
PSAK 45 Pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap 
No Pembeda Laporan tahun 2008 
dengan PSAK 45
Laporan tahun 2011 
dengan PSAK 109
1. Laporan yang 
di sajikan 
1. Laporan Posisi 
Keuangan 
2. Laporan Aktivitas 
3. Laporan Arus Kas 
4. Catatan atas 
Laporan Keuangan
1. Laporan Posisi 
Keuangan
2. Laporan Perubahan 
Dana 
3. Laporan Perubahan 
Aset Kelolaan 
4. Laporan Arus Kas 
5. Catatan atas Laporan 
Keuangan
2. Pelaporan 
penggunaan 
aset untuk 
kepentingan 
donasi 
Dilaporkan pada posisi 
keuangan dengan 
klasifikasi “Accumulated 
distribution in asset “ 
pada klasifikasi saldo 
dana.
Disajikan dalam laporan 
tersediri yaitu Laporan 
Perubahan Aset Kelolaan 
3 Pengungkapan 
dana non 
halal
Tidak ada 
pengungkapan 
Sudah ada 
pengungkapan dana 
non halal 
4 Dasar 
pengakuan 
dan 
pengukuran 
Cash Basis kecuali 
depresiasi aset tetap 
Konsep harga perolehan 
dan prinsip going 
concern. Pengukurannya 
disesuikan dengan 
PSAK 109. 
5 Pencatatan 
aset
Pada Laporan Posisi 
Keuangan nilai aset 
yang ada hanya aset 
yang diperuntukkan 
untuk operasional 
Pada Laporan Posisi 
Keuangan nilai aset 
tetap adalah nilai aset 
tetap ditambah aset 
kelolaan. 
6 Pengajian 
perubahan 
dana 
Diklasifikasikan 
berdasarkan 
penggunaan dahulu 
kemudian pengeluaran 
Pada Laporan Perubahan 
Dana diklasifikasikan 
berdasarkan jenis 
dana, misal dana 
zakat penerimaan 
dahulu kemudian 
baru pengeluaran 
yang diklasifikasikan 
lebih rinci berdasarkan 
peruntukannya.
7 Arus kas Sesuai PSAK 02 Sesuai PSAK 02
8 Perubahan 
kebijakan 
penyusutan 
gedung
Gedung disusutkan 5 
tahun 
Ada perubahan 
penyusutan gedung 
menjadi 20 tahun.
Tabel 6.2 
 
Analisa Ketepatan Pemilihan Standar Pelaporan 
Analisa ketepatan pemilihan standar adalah 
sebagai berikut:
1. Dalam ruang lingkup PSAK No. 45 (2007), 
membahas mengenai karakteristik organisasi 
nirlaba Yayasan Aksi Cepat Tanggap memenuhi 
karakteristik sebagai organisasi yang standar 
pelaporannya mengacu pada PSAK ini.
2. Berdasarkan PSAK 109, maka Yayasan Aksi 
Cepat Tanggap tidak termasuk dalam ruang 
lingkup PSAK ini hanya perlu mengacu pada 
PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangam Syariah, 
karena yang mengelola dana zakat adalah yang 
perlu menyesuaikan dengan PSAK 109.
3. Berdasarkan legal hukum Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap, secara regulasi tidak ada kewajiban 
yayasan ini membuat laporan dengan PSAK 
109, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan 
standar pelaporan. Yayasan ini sudah cukup 
menggunakan standar PSAK 45. 
4. PSAK 109 paragraf 5 pengertian infak/sedekah 
adalah harta yang diberikan secara sukarela 
oleh pemiliknya, baik yang peruntukkannya 
ditentukan maupun tidak ditentukan. Dari 
pengertian ini, donasi kemanusian yang 
dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap 
dapat dikategorikan dana infak/sedekah. 
Kecenderungan dan karakteristik yang hampir 
sama dengan pengelolaan infak di lembaga 
LAZ menjadi dasar untuk Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap dapat dapat menggunakan pelaporan 
keuangan berdasarkan standar PSAK 109. 
5. Melihat Laporan Yayasan Aksi Cepat Tanggap 
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dengan PSAK 45 kemudian dibandingkan 
dengan laporan keuangan Yayasan dengan PSAK 
109, penulis menyimpulkan lebih bisa melihat 
aktivitas yayasan dengan menggunakan laporan 
PSAK 109 daripada dengan PSKA 45. Karena 
terdapat rincian penerimaan dana berdasarkan 
sumber dana dan kemudian terdapat perincian 
pengeluaran dana berdasarkan aktivitasnya. 
 
Penutup
Dari penelitian mengenai studi analisa peng-
gunaan pelaporan keuangan dengan PSAK 109 
pada Yayasan Aksi Cepat Tanggap dapat di-
simpulkan beberapa hal yaitu:
1. Implementasi dari PSAK 109 yang dilaksanakan 
oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagaian 
besar sudah sesuai dengan PSAK 109, kecuali:
a. Metode yang ditentukan dalam penentuan 
nilai wajar untuk donasi dalam bentuk aset, 
belum menggunakan harga pasar tetapi 
dengan harga perolehan. 
b. Pada catatan atas laporan keuangan belum 
diungkapkan persentase aset kelolaan di-
bandingkan dengan jumlah donasi yang ada, 
dan belum mengungkapkan kepentingan 
pembelian aset kelolaan tersebut.
c. Penggunaan istilah dana infak non halal, 
ini belum sesuai dengan terminologi infak 
karena tidak diperkenankan berinfak dari 
dana non halal. 
2. Perbedaan dari penggunaan PSAK 109 dengan 
PSAK 45 yang dibuat oleh Yayasan Aksi Cepat 
Tanggap yang mendasar adalah:
a. Adanya pengklasifikasian dana yang diperoleh 
suatu yayasan berdasarkannya jenisnya yaitu 
dana zakat, dana infak dan dana nonhalal. 
b. Adanya pengakuan terhadap aset yang sudah 
disalurkan untuk kepentingan umum tetapi 
masih dalam pengelolaan yayasan menjadi 
aset kelolaan. 
3. Pergantian format pelaporan dari PSAK 45 ke 
PSAK 109 yang dilakukan oleh Yayasan Aksi 
Cepat Tanggap belum sepenuhnya tepat karena 
perlu penegasan pada akte Yayasan apabila 
ingin murni menerapkan pelaporan PSAK 109. 
Penegasan ini diperlukan mengenai penegasan 
sebagai entitas syariah atau sebagai Lembaga 
Amil Zakat. 
4. Pelaporan dengan menggunakan PSAK 109 
memang lebih dapat menjelaskan aktivitas 
lembaga daripada menggunakan PSAK 45 pada 
Yayasan Aksi Cepat Tanggap. 
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